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Abstrak: Dalam hubungan antar manusia dilekatkan dengan hak dan kewajiban yang timbal balik. Hubungan orang yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban dan telah diatur oleh hukum disebut hubungan hukum dan hubungan hukum tersebut terjadi antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lainnya, maka hubungan itu disebut dengan hubungan hukum perdata. Sebagaimana didalam hukum perdata telah ditetapkan hak-hak dan kewajiban dari pribadi-pribadi yang mengadakan hubungan hukum. Bila mana seseorang dianggap merasa haknya dilanggar orang lain dan ia merasa keberatan atas pelaksanaan hak tersebut, maka orang tersebut tidak boleh bertindak sendiri untuk mengusahakan atau memaksakan agar haknya tersebut dapat terlaksana atau dipenuhi, melainkan harus melalui badan peradilan yang dalam hal ini adalah melalui pengadilan. Pengadilan adalah suatu badan yang sangat penting di dalam usaha untuk memulihkan keharmonisan hubungan di dalam masyarakat. Bilamana terjadi suatu pelanggaran hak. Dengan melalui pengadilan inilah orang-orang mengadukan dan meminta keputusan atau pemenuhan haknya yang telah dilanggar dan pengadilan ini dengan melalui keputusannya dapat melaksanakan pihak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memenuhinya. Untuk tegaknya hukum   khususnya hukum perdata  materiil, Maka diperlukan  hukum acara perdata hukum perdata materiil tidak mungkin berdiri sendiri dan tidak dan tidak  lepas dari  hukum  acara perdata, Sebaliknya hukum acara perdata tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari hukum perdata materiil. Keduanya saling berkaitan satu sama lain. Pada saat ini hakim dapat berperan secara aktif sebagaimana dikehendaki oleh HIR. Untuk perdamaian dalam persidangan lalu diundur untuk memberi kesempatan mengadakan perdamaian. Pada hari sidang berikutnya apabila mereka berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah kepada hakim di persidangan hasil perdamaiannya yang lazimnya berupa surat perjanjian di bawah tangan yang ditulis di atas kertas bermaterai. Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak itu maka hakim menjatuhkan putusannya (acta van vergelijk), yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat oleh mereka. Adapun kekuatan putusan perdamaian ini sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan-putusan lainnya. Hanya dalam hal ini banding tidak dimungkinkan. usaha perdamaian ini terbuka dalam sepanjang pemeriksaan di persidangan.  Dalam perkara perdata, sangat dimungkinkan terjadinya perdamaian dalam setiap tingkat. Baik sebelum perkara itu digelar maupun sebelum digelar di persidangan. Dalam mengupayakan perdamaian digunakan PERMA No 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator yang diatur dalam pasal 2, ayat (3) dan (4). Perdamaian itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkara, harus dinyatakan dalam bentuk tertulis, perdamaian harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara dan oleh orang yang mempunyai kuasa untuk itu, dan ditetapkan dengan akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum dan sifatnya final. Jadi sebelum pemeriksaan perkara dilakukan hakim Pengadilan negeri selalu mengupayakan perdamaian para pihak di persidangan.
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Abstract: In relationships between human beings are attached to reciprocal rights and obligations. The relationship of a person who gives rise to rights and obligations and has been regulated by law is called a legal relationship and the legal relationship occurs between one person and another, so the relationship is called a civil law relationship. As in civil law, the rights and obligations of persons who enter into legal relations have been determined. If a person is considered to feel that his rights have been violated by others and he feels objections to the exercise of these rights, then the person must not act alone to seek or enforce so that his rights can be exercised or fulfilled, but must go through the judiciary, which in this case is through the court. The Court is a very important body in the effort to restore harmony in society. If there is a violation of rights. It is through this court that people complain and ask for a decision or fulfillment of their rights that have been violated and this court through its decision can carry out the party who does not fulfill his obligation to fulfill it. For the enforcement of law, especially material civil law, it is necessary that the civil procedure law of the material civil law cannot stand alone and cannot and cannot be separated from the civil procedure law, on the other hand, the civil procedure law cannot stand alone apart from the material civil law. The two are interrelated with each other. At this time, the judge can play an active role as desired by HIR. For peace in the trial was postponed to give the opportunity to hold peace. On the next day of the trial if they succeed in making peace, the results of the peace are presented to the judge at the trial, which is usually in the form of an agreement under hand written on stamped paper. Based on the existence of peace between the two parties, the judge issued his decision (acta van compar), the content of which punished both parties to fulfill the content of the peace that had been made by them. The power of this peace decree is the same as that of ordinary decrees and can be enforced like other decrees. Only in this case is an appeal not possible. This peace effort is open throughout the examination at the trial.  In civil cases, it is very possible to make peace at every level. Both before the case was held and before it was held in court. In seeking peace, PERMA No. 1 of 2008 concerning Mediation Procedures is used, which requires that all cases submitted to the court of first instance must be resolved through peace with the assistance of a mediator as stipulated in article 2, paragraphs (3) and (4). The peace itself must basically end the case, it must be stated in written form, the peace must be made by all parties involved in the case and by the person who has the power to do so, and it is stipulated by a peace deed that has the force of law and is final. So before examining the case, the district court judge always seeks peace between the parties in the trial.
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PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah Negara yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep Negara hukum dalam berbangsa dan  bernegara membawa keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. khususnya dalam bidang hukum acara perdata. Penjatuhan putusan oleh hakim tidak terlepas dari sesuatu yang diyakini dan terbukti dalam sidang pengadilan. Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan-kebutuhan hidup yang beraneka ragam, untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, manusia mengadakan hubungan dengan manusia lainnya. Didalam hubungan atau pergaulan antara manusia tersebut, menimbulkan apa yang dinamakan hak dan kewajiban yang timbal balik dimana harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Hubungan orang yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban dan telah diatur oleh hukum disebut hubungan hukum. Mana kala hubungan hubungan hukum tersebut terjadi antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lainnya, maka hubungan itu disebut dengan hubungan hukum perdata. Sebagaimana didalam hukum perdata telah ditetapkan hak-hak dan kewajiban dari pribadi-pribadi yang mengadakan hubungan hukum. Meskipun demikian, di dalam kehidupan sehari-hari mungkin saja terjadi salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang lainnya, sehingga pihak lainnya tersebut merasa dirugikan haknya. Maka pihak yang dirugikan berusaha untuk memperoleh keadilan atau mempertahankan haknya. Jadi bila mana seseorang dianggap merasa haknya dilanggar orang lain dan ia merasa keberatan atas pelaksanaan hak tersebut, maka orang tersebut tidak boleh bertindak sendiri untuk mengusahakan atau memaksakan agar haknya tersebut dapat terlaksana atau dipenuhi, melainkan harus melalui badan peradilan yang dalam hal ini adalah melalui pengadilan. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengadilan adalah suatu badan yang sangat penting di dalam usaha untuk memulihkan keharmonisan hubungan di dalam masyarakat. Bilamana terjadi suatu pelanggaran hak. Dengan melalui pengadilan inilah orang-orang mengadukan dan meminta keputusan atau pemenuhan haknya yang telah dilanggar dan malahan pengadilan ini dengan melalui keputusannya dapat melaksanakan pihak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memenuhinya. Jadi keberadaan pengadilan di  dalam suatu negara adalah mutlak diperlukan. Untuk tegaknya hukum khususnya hukum perdata materiil, Maka diperlukan  hukum acara perdata. hukum perdata materiil tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari  hukum  acara perdata, Sebaliknya hukum acara perdata tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari hukum perdata materiil. Kedua-duanya saling memerlukan satu sama lain. Maka dari itu dapat dijelaskan bahwa definisi hukum perdata menurut para sarjana yaitu: Menurut Sudikno Mertokusumo (1993 : 20) mengatakan hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan  keluarga  dan  di  dalam  pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak. Menurut  Abdul Kadir Muhammad (1982:11) bahwa : Hukum  perdata  adalah  hukum  yang  memuat peraturan  dan ketentuan  hukum yang meliputi hubungan hukum antara orang yang  satu  dengan  yang  lain  (antara  subjek  hukum  yang  satu  dengan  subjek hukum yang lain) di dalam masyarakat dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan.
Dari definisi-definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang/badan hukum yang satu dengan orang/ badan hukum yang lain didalam masyarakat dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi/badan hukum). Hukum perdatalah yang mengatur dan menentukan agar dalam pergaulan masyarakat orang dapat saling mengetahui dan menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban antar sesamanya, Sehingga kepentingan antar tiap-tiap orang dapat terjamin dan terpelihara dengan sebaik-baiknya. Di pengadilan, penyelesaian perkara dimulai dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di persidangan juga harus memperhatikan  surat  gugatan  yang  bisa  diubah  sebelum  jadwal  persidangan ditentukan oleh ketua  pengadilan atau oleh hakim itu sendiri, Apa bila dalam pengajuan gugatan ke pengadilan negeri dan gugatan dinyatakan diterima oleh pihak  pengadilan  negeri,  maka  oleh  hakim  yang  memeriksa  perkara  perdata perdamaian selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdata dilakukan. Seperti yang tercantum dalam pasal 130 HIR tentang pelaksanaan perdamaian di muka sidang disebutkan bahwa:
(1) Jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya berusaha mencapai perdamaian antara kedua belah pihak.
(2) Jika dapat dicapai perdamaian sedemikian, maka dibuatlah untuk itu suatu akta dalam sidang tersebut, dalam mana kedua pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang telah  dicapai  itu, akta mana mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan biasa.
(3) Tahap putusan sedemikian tidak dapat dimintakan banding.
(4) Jika dalam usaha untuk mencapai perdamaian tersebut diperlukan bantuan seorang juru bahasa, maka diikuti ketentuan-ketentuan dalam pasal berikut:
Pada saat ini hakim dapat berperan secara aktif sebagaimana dikehendaki oleh HIR. Untuk keperluan perdamaian itu sidang lalu diundur untuk memberi kesempatan mengadakan perdamaian. Pada hari sidang berikutnya apabila mereka berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah kepada hakim di persidangan hasil perdamaiannya yang lazimnya berupa surat perjanjian di bawah tangan yang ditulis di atas kertas bermaterai. Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak itu maka hakim menjatuhkan putusannya (acta van vergelijk), yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat oleh mereka. Adapun kekuatan putusan perdamaian ini sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan-putusan lainnya. Hanya dalam hal ini banding tidak dimungkinkan. usaha perdamaian ini terbuka dalam sepanjang   pemeriksaan   di persidangan.   Dalam perkara perdata, sangat  dimungkinkan  terjadinya  perdamaian dalam setiap tingkat. Baik sebelum perkara itu digelar maupun sebelum digelar di persidangan. Dalam mengupayakan perdamaian digunakan PERMA No 1 tahun 2008 Tentang Mediasi, yang mewajibkan agar semua  perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator yang diatur dalam pasal 2, ayat (3) dan (4). Perdamaian itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkara, harus dinyatakan dalam bentuk tertulis, perdamaian harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara dan oleh orang yang mempunyai kuasa untuk itu, dan ditetapkan dengan akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum dan sifatnya final. Jadi sebelum pemeriksaan perkara dilakukan hakim Pengadilan negeri selalu mengupayakan perdamaian para pihak di persidangan.

METODE
Paradigma pada penelitian adalah konstruktivisme (Bodgan & Taylor, 2009). Jenis atau tipe penelitian ini adalah Yuridis-Normatif (Soekanto & Maudji, 2010), yang digunakan untuk menganalisis teori-teori hukum dan sumber hukum yang berasal dari KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait atau yang relevan dengan Penerapan Diversi terhadap Anak yang erhadapan dengan Hukum. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan Library Study, yaitu melalui kajian literatur/Pustaka, teori-teori hukum dan sumber hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data dianalisis secara kualitatif, dan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif (Miles & Huberman, 2014; Creswell, 2016).




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Proses Pemeriksaan Perkara Perdata yang Dilakukan Melalui Perdamaian atau Mediasi di Pengadilan Negeri Palopo
Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dalam proses pemeriksaan perkara perdata khususnya proses mediasi di Pengadilan Negeri Palopo, berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Negeri Palopo I Komang Dediek Prayoga, S. H., M. Hum (wawancara tanggal 23 Oktober 2025) menyatakan bahwa : Proses mediasi dalam peradilan kasus perdata dilalui beberapa tahapan yaitu : Pendaftaran Gugatan, Tahap Pra mediasi, Tahap Mediasi dan Tahap akhir mediasi atau pengambilan Keputusan. Berdasarkan data dan pengamatan yang penulis peroleh selama penelitian, pada sub pokok bahasan ini penulis akan menguraikan secara terperinci mengenai alur proses mediasi di Pengadilan Negeri Palopo sebagai berikut:
1. Tahap pengajuan gugatan
Tahapan awal dari proses mediasi ini sama dengan proses peradilan perkara perdata biasa, dimana penggugat mendaftarkan gugatannya ke kepanitraan Pengadilan Negeri Palopo. kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo melalui bagian yang khusus untuk menerima gugatan mendaftarkan/ mencatat nomor gugatan kedalam buku register setelah terlebih dahulu menerima uang pendaftaran dari pihak yang mendaftarkan gugatan.
Kemudian pihak administrasi Pengadilan Negeri Palopo menerukan gugatan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo, setelah menerima dan membaca berkas perkara, selanjutnya Ketua Pengadilan akan menetapkan Ketua Majelis yang akan menangani perkara tersebut serta menyerahkan berkas perkara yang akan ditanganinya. Majelis Hakim yang ditunjuk kemudian mempelajari berkas perkara tersebut dan menentukan hari persidangan untuk memulai proses berperkara. Melalui juru sita pengganti, Majelis Hakim memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir di Pengadilan Negeri Palopo pada hari yang sudah ditetapkan dalam surat panggilan. Pada hari sidang yang ditentukan, pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat yang dipanggil menghadap kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palopo untuk melaporkan bahwa mereka telah hadir dan siap untuk mengikuti persidangan. Panitera pengganti kemudian melapor kembali ke Majelis Hakim agar persidangan segera dimulai pada suatu ruang sidang yang telah ditentukan. Setelah berada di ruang sidang, kemudian Majelis Hakim membuka persidangan dengan membacakan nomor dan nama-nama yang tercantum dalam gugatan. 
Yang menjadi pertanyaan penulis adalah bagaimana jika salah satu dari pihak yang berperkara tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan. Menurut Ketua Pengadilan Negeri Palopo I Komang Dediek Prayoga, S. H., M. Hum (wawancara tanggal 23 Oktober 2025) menyatakan bahwa : 
Apabila hari sidang pertama salah satu dari pihak tidak hadir, maka Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada panitera pengganti agar memanggil sekali lagi untuk memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak agar hadir dalam persidangan yang akan datang dengan menentukan hari dan tanggal persidangan. Beliau juga menambahkan bahwa pihak-pihak yang berperkara dapat diwakili oleh kuasa hukum/advokat yang telah ditunjuk melalui surat kuasa dengan menunjukkan identitas sebagai advokat dan surat kuasa yang diberikan kepadanya.

2. Tahap Pra Mediasi
Apabila pada hari persidangan kedua belah pihak sudah lengkap, sebelum pemeriksaan perkara dimulai, kedua belah pihak wajib menyelesaikan perkaranya secara damai melalui mediasi. Ketua Majelis Hakim menerangkan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak sehubungan dengan mediasi yang akan dilaksanakan.
Menurut Salah seorang Hakim yang pernah menjadi Ketua Majelis Hakim dalam perkara mediasi di Pengadilan Negeri Palopo Arif Wisaksono, SH (wawancara tanggal 10 Oktober 2025) menyatakan bahwa : Langkah awal yang ditempuh adalah menyarankan kepada kedua belah pihak untuk memilih mediator yang akan membantu para pihak dalam mediasi, dalam hal ini atas kesepakatan mereka bebas memilih siapa yang akan menjadi mediatornya, apakah itu dari dalam atau dari luar Pengadilan Negeri Palopo.  Selanjutnya dari data yang penulis peroleh bahwa apabila mereka tidak sepakat dalam memilih siapa yang menjadi mediator, baik dari luar maupun dari dalam Pengadilan Negeri Palopo, maka para pihak wajib memilih mediator dari daftar yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Palopo. Apabila para pihak tidak bersepakat untuk memilih mediator dari daftar yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Palopo, maka Ketua Majelis Hakim berwewenang untuk menunjuk mediator dari daftar mediator tersebut dengan penetapan.
Dalam hal proses penetapan ini, berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang Panitera pada Pengadilan Negeri Palopo Srimayati, SH (wawancara tanggal 23 Oktober 2025) menyatakan bahwa : setelah Ketua Majelis Hakim Menentukan Mediator dengan Penetapan, maka Panitera pengganti menyerahkan kepada mediator salinan gugatan dan Surat Penetapan penunjukan Mediator serta menyerahkan kepada Panitera Muda Perdata salinan penetapan penunjukan mediator untuk dicatat dalam register Mediasi. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang pemilihan mediator di Pengadilan negeri Palopo, bahwa dari kasus perdata yang masuk dan diproses melalui mediasi, belum pernah ada para pihak-pihak yang berperkara memilih mediator dari luar Pengadilan Negeri Palopo. hal ini disebabkan karena mungkin belum ada badan atau organisasi profesi tertentu yang menyediakan profesi khusus untuk mediator di Kota Palopo atau mungkin para pihak yang berperkara belum mengerti betul akan proses mediasi itu sendiri dan tentang fungsi dari mediator yang dapat menyelesaikan perkara mereka.
Setelah melakukan penetapan maka Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada mediator untuk menjalankan tugasnya. Ketua majelis selanjutnya menunda sidang dan menetapkan hari dan tanggal persidangan berikutnya dan memerintahkan kepada para pihak untuk hadir dan tidak dipanggil lagi.
Pada tahap mediasi ini para pihak menemui mediator untuk mengadakan kesepakatan tentang jadwal pertemuan berikutnya. Pada tahap pertemuan pertama, mediator menganjurkan agar masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat untuk melengkapi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkara seperti : 
a. Surat kuasa khusus untuk mediasi bagi pihak yang diwakili oleh pengacara/advokat
b. Membuat resume tentang tuntutan yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Dalam resume tersebut pihak-pihak menguraikan sepintas tentang duduk perkara serta melampirkan bukti-bukti yang relevan dengan tuntutan.
3. Tahap Mediasi
Setelah menerima semua dokumen yang telah dipersiapkan oleh kedua belah pihak, Hakim mediator kemudian mempelajarinya berikut bukti-bukti yang dilampirkan. Kemudian pada pertemuan kedua Hakim menguraikan opsi dari pihak yang menawarkan perdamaian kepada pihak lain apakah menerima atau menolak opsi tersebut.
Berdasarkan penelitian bahwa selama ini dalam melaksanakan sidang mediasi, bertempat di salah satu ruangan di Pengadilan Negeri Palopo dan belum pernah mengadakan sidang ditempat diluar dari Pengadilan Negeri Palopo mengingat efisiensi kerja dari para hakim sehubungan dengan tugas-tugas pokok yang lain. Hal ini dipertegas oleh Arif Wisaksono, SH Salah seorang Hakim yang pernah menjadi Ketua Majelis Hakim dalam perkara mediasi di Pengadilan Negeri Palopo (wawancara tanggal 10 Oktober 2025) menyatakan bahwa : Dalam rangka efisiensi waktu dan tenaga dalam penyelesaian tugas-tugas pokok yang lain maka persidangan mediasi ini kita laksanakan di Pengadilan Palopo. Adapun lamanya pertemuan yang dilalui selama proses mendiasi ini tergantung dari pokok permasalahan yang dibahas, namun pada umumnya memakan waktu antara 10 sampai 45 menit dalam sekali pertemuan, sedangkan frekuensi pertemuan antara 1 sampai 3 kali selama proses mediasi dan interval waktunya rata-rata satu minggu. Ditambahkan juga bahwa dalam proses mediasi ini kadang pertemuan hanya diadakan sekali saja, hal ini dapat terjadi karena pada pertemuan pertama kedua belah pihak tidak menunjukkan itikad baik untuk berdamai. Disamping itu walaupun pertemuan sering diadakan namun pada akhirnya proses mediasi ini gagal juga.
Sehubungan dengan itu dari wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Negeri Palopo I Komang Dediek Prayoga, S. H., M. Hum (wawancara tanggal 23 Oktober 2025)  menyatakan bahwa: Waktu proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palopo rata-rata dilaksanakan pada pagi hari antara pukul 09.00 sampai Pukul 11.00 dan secara keseluruhan proses ini ditempuh paling lama 40 hari dalam tiap perkaranya. Dari keseluruhan Tahapan proses mediasi pada umumnya dan khusunya di Pengadilan Negeri Palopo, tahapan yang paling sulit dilaksanakan adalah tahap mediasi ini.
4. Akhir Mediasi
Proses mediasi dikatakan berakhir jika apabila dalam waktu yang ditentukan mediasi gagal atau berhasil dilaksanakan. 
1) Proses mediasi dikatakan gagal
Proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palopo dikatakan gagal jika kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa diantara mereka melalui musyawarah dalam waktu yang ditentukan.
Dari wawancara penulis dengan salah seorang Panitera pada Pengadilan Negeri Palopo Srimayati, SH (wawancara tanggal 23 Oktober 2025) menyatakan bahwa: setelah mediasi dikatakan gagal, maka Mediator melaporkan secara tertulis kepada Ketua Majelis bahwa kedua belah pihak yang bersengketa gagal dalam menempuh kesepakatan damai, sedangkan panitera pengganti melaporkan kepada Panitera muda perdata hasil mediasi ini untuk dicatat dalam register mediasi.
Untuk selanjutnya Majelis Hakim menentukan waktu persidangan sebagai kelanjutannya dengan menjalankan acara-acara sesuai dengan Hukum perdata (ligitasi)
2) Proses Mediasi dikatakan berhasil
Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan maka sidang tidak perlu lagi dilanjutkan artinya mediasi dikatakan berhasil. Selanjutnya kesepakatan perdamaian yang telah dicapai oleh kedua belah pihak dituangkan kedalam suatu perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak yang disebut surat perjanjian perdamaian atau akta perdamaian. Dengan demikian juga bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat harus dicabut.
Sehubungan dengan proses di Pengadilan Negeri Palopo sendiri setelah dicapai kesepakatan dalam mediasi, menurut wawancara penulis dengan Srimayati, SH (wawancara tanggal 23 Oktober 2025) menyatakan bahwa : Jika mediasi berhasil maka prosesnya sama dengan mediasi dikatakan gagal yaitu mediator melapor ke Ketua Majelis dan Panitera pengganti melapor ke Panitera Muda lalu dicatat dalam register mediasi

Faktor yang menjadi Hambatan Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Palopo
Salah satu harapan Mahkamah Agung untuk mengelurakan PERMA Nomor 1 tahun 2008 adalah sebagai implementasi Pasal 130 HIR/154 Rbg adalah untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan namun belum dapat direalisasikan secara sempurna dalam praktek sehubungan dengan adanya permasalahan dengan adanya faktor atau hal-hal yang menghambat terjadinya proses mediasi sehingga tidak berjalan secara efektif.
Menurut hasil penelitian penulis bahwa dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Palopo, ditemui beberapa faktor yang menjadi kendala atau permasalahan yang membuat mediasi ini menjadi tidak efektif diantaranya sebagai berikut :
1. Faktor Interen
Faktor intern ini adalah faktor yang berasal dari dalam pihak yang bersengketa. Dalam pergaulan di masyarakat bagaimana hubungan seseorang dengan yang lain sedekat apapun namun dalam hubungannya itu pasti ada saatnya dimana mereka akan pernah berselisih. Misalnya dalam hubungan suami istri yang mana dalam hubungan tersebut dipastikan pernah berselisih.
Sengketa biasanya bermula dimana suatu situasi ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali dengan sifat tidak puas yang bersifat tertutup kemudian akan berusaha untuk mencari perlindungan hak yang diwijudkan dalam bentuk tuntutan atau dalam peradilan perdata disebut gugatan.
Dari penelitian yang dilakukan penulis bahwa faktor interen yang dapat menjadi hambatan dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Kota Palopo adalah: 
a. Memiliki Bukti yang Kuat
Pada umumnya disidang pengadilan bahwa siapa yang memiliki bukti-bukti yang kuat akan besar kemungkinan untuk menang dalam berperkara. Hal seperti inilah yang menjadi dasar bagi pihak yang berperkara dan memiliki bukti yang kuat untuk tidak ingin penyelesaian perkaranya melalui mediasi sebab jika melalui mediasi tentu ada tawaran dari pihak lawan sebagai win-win solution atau dengan kata lain proses mediasi biasanya ada cela untuk  memberikan posisi tawar ke pihak yang digugat
b. Faktor Harga diri
Salah satu faktor lain adalah para pihak merasa malu atau gengsi, merasa akan turun derajatnya apabila mengadakan perdamaian. Faktor ini dipengaruhi oleh budaya di Kota Palopo yang masih menjunjung tinggi nilai budaya siri. Mereka menganggap bila melakukan perdamaian harga diri mereka akan turun karena masyarakat sudah terlanjur tahu bahwa mereka mempunyai masalah di pengadilan. Dan apabila harga diri mereka tersinggung maka sulit untuk mendamaikan kedua belah pihak.
c. Rasa egoisme pihak yang berperkara
Tidak mudah mengubah pendirian seseorang, terlebih lagi jika harus mengakomodasi kepentingan orang lain. Melakukan perdamaian berarti kedua belah pihak harus rela melepaskan, mengurangi hak-hak tertentu untuk kepentingan orang lain. Melakukan perdamaian menuntut para pihak yang bersengketa untuk berjiwa besar.menghilangkan ego dan dan memandang pihak lain dalam posisi yang sama untuk memperoleh kepentingan dari objek yang disengketakan, hal ini yang sulit di lakukan oleh para pihak yang bersengketa di Kota Palopo sehingga menyulitkan para mediator dalam menyelesaikan proses mediasi
d. Telah melakukan negosiasi sebelum ke Pengadilan
Para pihak yang berperkara sebelum melimpahkan perkaranya ke Pengadilan sebelumnya telah bermusyawarah untuk berdamai namun tidak terjadi kesepakatan olehnya itu mereka berpendapat bahwa mediasi tidak akan berhasil jika dilakukan di pengadilan
Sehubungan dengan uraian diatas, berdasarkan wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Palopo I Komang Dediek Prayoga, S. H., M. Hum (wawancara tanggal 23 Oktober 2025) menyatakan bahwa: Hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Palopo pada umumnya adalah : 
1) Para pihak menginginkan agar kepentingannya tercapai, hak-haknya terpenuhi. Otomatis jika suatu pihak mengajukan gugatannya ke Pengadilan berarti orang tersebut berkeinginan agar tuntutan tersebut diperiksa dan diputus oleh Pengadilan. Mereka menginginkan dalil-dalil mereka sebagaiman dalam gugatan diproses secara hukum bukan perdamaian melalui mediasi.
2) Dari semula para pihak yang bersengketa memang tidak ingin berdamai. Kebanyakan perkara ini menyangkut sengketa hak milik
3) Para pihak yang berperkara selalu mengklaim bahwa merekalah yang memiliki objek sengketa.
Dan tentu masing masing mempunyai bukti, oleh sebab itu mediator akan sangat sulit melakukan perdamaian. Karena nilai pembuktian itu sendiri hanya dapat diproses lewat persidangan ligitasi.
Dari uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa proses perdamaian melalui mediasi di Pengadilan Negeri Palopo itu tergantung dari niat baik dan keseriusan dari pihak yang berperkara. Akan tetapi darifakta di lapangan bahwa adapun penyelesaian perdamaian dalam berperkara di Pengadilan Negeri sangat sedikit dibanding dengan proses ligitasi artinya  pada umumnya tawaran perdamaian yang diajukan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Palopo kadang hanya sekedar formalitas belaka. 
2. Faktor eksternal
Faktor eksternal ini merupakan faktor penghambat mediasi di Pengadilan Negeri Palopo yang berasal dari luar pihak yang berperkara. Penelitian yang penulis lakukan mengenai faktor yang menjadi penghambat mediasi dari luar pihak yang berperkara hanya dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Palopo saja yang meliputi :
a) Ketidakmampuan Mediator
Mediator memegang peranan penting dalam proses mediasi karena posisinya bukan sebagai penyelenggara atau penengah saja namun harus membantu mendesain penyelesaian sengketa sehingga menghasilkan kesepakatan.
Salah satu kendala yang dihadapi oleh mediator yang pada umumnya adalah para hakim di Pengadilan negeri Palopo adalah ketidakterbiasaannya hakim dalam memimpin mediasi ini dimana hakim terbiasa dengan memimpin persidangan yang berdasarkan alat bukti yang ada. Sehingga pihak yang berperkara merasa berada dalam peradilan yang berdasarkan acara hukum perdata.
Dalam proses mediasi mediator dalam perannya perlu melakukan mempelajari banyak hal diantaranya tentang prilaku pribadi dari pihak yang berperkara, pendalaman kasus yang ditangani, oleh sebab itu sangat dibutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra dalam pencapaiannya. Namun jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Palopo yang sangat banyak baik itu perdata maupun pidana maka bagaimana mungkin hakim sebagai mediator dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal jika harus melaksanakn tugas pokok lainnya yang menunggu dan menumpuk untuk diselesaikan.
b) Peran Advokat yang tidak mendukung Mediasi
Advokat mempunyai tanggung jawab profesi untuk memastikan kliennya mendapatkan keadilan dalam suatu perkara. Pihak-pihak yang berperkara dapat bersepakat untuk mengadakan pembicaraan sebelum proses dijalankan dan dari pembicaraan ini dapat di lahirkan suatu kesepakatan yang dipandang adil bagi semua pihak yang berperkara.
Apabila proses ini yang berlangsung maka peranan advokat yang sangat penting. Oleh sebab itulah hak advokat untuk menjalankan proses arbitrase dan mediasi perlu diakomodasikan. Sebagian besar pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Kota Palopo yang menguasakan perkaranya ke advokat biasanya tidak ikut serta dalam proses mediasi sehingga pihak-pihak yang bereperkara secara inperson sulit untuk bertemu. Hal ini menyebabkan pertemuan secara langsung baik dengan mediator maupun para pihak yang bersengketa tidak dapat mengungkapkan unek-unek atau permasalahan mereka secara langsung.
Berdasarkan salah seorang Hakim yang pernah menjadi Ketua Majelis Hakim dalam perkara mediasi di Pengadilan Negeri Arif Wisaksono, SH (wawancara tanggal 10 Oktober 2025) menyatakan bahwa : Tak ada gading yang tak retak demikian juga dengan profesi advokat pada umumnya. Khusus di Kota Palopo tidak menutup kemungkinan ada oknum advokat yang menyalahi etika profesi mereka dimana lebih mendahulukan kepentingan pribadi dari kepentingan klien itu sendiri. Hal ini lah yang sering menjadi penghambat mediasi di Pengadilan Negeri Palopo. Kadang para advokat memberikan peran negatif dalam rangka proses mediasi ini mungkin dengan alasan honor yang akan diterima akan lebih sedikit jika dibandingkan proses tersebut dilanjutkan berdasarkan proses acara hukum perdata dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain bahwa secara hukum advokat dapat memberi sugesti kepada klien bahwa mengapa harus damai jika kemungkinan untuk memenangkan perkara peluangnya besar.

KESIMPULAN
	Proses mediasi dalam peradilan kasus perdata di Pengadilan Negeri Palopo dilalui beberapa tahapan yaitu : Pendaftaran Gugatan, Tahap Pra mediasi, Tahap Mediasi dan Tahap akhir mediasi atau pengambilan Keputusan, adapun faktor yang menjadi kendala atau permasalahan yang membuat mediasi ini menjadi tidak efektif dan menemui jalan buntu di Pengadilan Negeri Palopo diantaranya adalah Faktor intern ini yaitu faktor yang berasal dari dalam pihak yang bersengketa dan Faktor eksternal yaitu yang berasal dari luar pihak yang berperkara. Putusan perdamaian melalui mediasi ini mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam (in kracht van gewijsde) dan putusan tersebut dituangkan dalam akta kesepakatan perdamaian yang disebut akta Perdamaian.  
Rekomendasi: Diharapkan kepada Majelis Hakim yang menjadi Mediator dalam mediasi agar lebih peduli dan melaksanakan proses ini sebagaimana melaksanakan proses peradilan menurut acara hukum perdata dan juga kepada Masyarakat yang bersengketa, jika masih ada peluang untuk mengadakan kesepakatan hendaknya menempuh  jalan mediasi. Karena sangat menguntungkan baik dari segi ekonomis, waktu dan hubungan dengan pihak lawan sengketa dapat diminimalisasi terjadinya permusuhan.
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